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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam mengevaluasi 

Penerapan dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 

BPKAD Kabupaten Jombang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1. BPKAD Kabupaten Jombang telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, hal 

ini didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi 

yang menyatakan bahwa BPKAD Kabupaten Jombang sudah menerapkan 

SAP berbasis akrual sejak tahun 2015 sesuai dengan Perundang-undangan.  

BPKAD Kabupaten Jombang telah menyajikan 7 komponen laporan 

keuangan pemerintah daerah yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan 

Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun 

menggunakan basis akrual.  

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kabupaten Jombang 

dikatakan akurat karena informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan 

relevan karena sudah memenuhi kriteria tepat waktu dan lengkap dalam 

pelaporannya, tetapi tidak memiliki manfaat prediktif. Karena terdapat 

kendala dalam penyusunan laporan keuangan yaitu, keterbatasan laporan 

keuangan dan  kurangnya pegawai yang ahli dalam akuntansi. Meskipun 

begitu BPKAD Kabupaten Jombang berhasil menerapkan SAP berbasis



56 
 

 
 

akrual, keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi yang dilakukan oleh 

BPKAD Kabupaten Jombang.  

2. Pegawai bagian akuntansi di BPKAD Kabupaten Jombang sudah 

memahami  penerapan SAP berbasis akrual. Karena berlatar belakang 

pendidikan di bidang akuntansi dan setiap tahun dilakukan BIMTEK dan 

juga pendampingan untuk para pegawai.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang mungkin mempengaruhi 

hasil penelitian. Data yang didapat hanya berdasarkan wawancara, karena hanya 

ada dua narasumber dalam wawancarayang dilakuakan yang mengakibatkan hasil 

wawancara hanya ditinjau dari dua sudut pandang saja, yaitu Kepala Sub Bidang 

Akuntansi dan Kepada Sub Bidang Pengeluaran Kas BPKAD Kabupaten 

Jombang.   

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil dari penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut :  

1. Bagi Pemerintah daerah, seharusnya setiap SKPD di Kabupaten Jombang 

memiliki pegawai bagian akuntansi yang latar belakang pendidikannya 

akuntansi, agar memudahkan BPKAD Kabupaten Jombang dalam menyusun 

laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

laporan keuangan.  
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2. Bagi BPKAD Kabupaten Jombang, untuk melakukan pengembangan 

terhadap aplikasi SIMDA Keuangan agar semudah mungkin dipahami oleh 

semua orang.  

3. Bagi Penelitian selanjutnya, untuk melakukan  penelitian terhadap kinerja  

laporan keuangan BPKAD Kabupaten Jombang setelah penerapan SAP 

berbasis akrual.  
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